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Absttuk
Kehadiran PP Nonor ll Tahun 20t0 tentang Penertiban dan
Pendayagtrnan Tanah Terlantar mempakan langkah reformasi
agraria sebagai penjabaran pasal 33 arat (3) UUD 1945. Ohjek
PP Tanah Terlantaf meliputi tanah )tong sudah dibe kan hak oleh
nega|d berupa Hok Milik, Hak Gnto Bangnnan (HGB), Hak Guna
Usaha (HGU), Hak Pakai dan Hak Pengeloloan, atau dasar
penguosoan tanah yang tidak diusahakan, ticlak dipergunakan atau
tidak ditndnfaatkan ses ai keadaannya ata sifat dan tujuan
pefiherian haknva atau dasar penguasaannya. Fehonena tanah
wakal lang terlantar di lndonasia cukup nemprihatinkan, ),ang
junlahnya mencapai 2,7 n2 (data BWI hh h 2009). Nanun
mengingat slah6 tanah wakaf lang kekat dan abadi (selama matih
berstahls 'taka|) sebagaimana pasal 40 Uu l{/aka/, naka pp Tanah
Terlant(tr tidak dapat nenjadikan tanah &,aka[ terla tar sebagoi
salah satu objek penertiban untuk dik ssni oleh negora. (Jnnk
mengalasi nasalah lanah wakaf terlantaa seyoglanto t4uan asal
dari wakaf dirubah kc oralt yang lebih procluktif dengan pasut 44
UU Wakaf jo. Pawl 48 a.rat (l) Perctuftn Penerintah Nomor 42 Tal n
2006 tentang Pelaksanaan UU llakaf. dan tent nta hat i i sangal
tetg ltung poda ptolesionolitas nazhir selafu pengelola tamh uakaj
Key\")ord: Wakaf dan Tanah Terl antat,
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A, PENDAHULUAN
Tanah (bumi) adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa
dan Negal a lndonesia, yang harus diusahakaD, dimarfaalkan, dan dipergunakan
untuk sebesar-bcsalrrya kemakm|Lran rakyat. Mengacu pada ketcniuan Pasal
33 ayat (l) Undang Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945
hasil amandemen menyatakan bahwa "Err?i, at don kekqttan alanl ldng
terkandung di dalannya clikuosai oleh negara dan dipergttnalidn untltk
sebesar besar kemaknuran rauL-ot". Kalimat yang padat ini mcngandung
rrakna bahwa ncgam diberikan kekuasaan (kewenangan) untuk mengaiur sunber
daya alam yang terkandung di wilayah Negara Rcpublik Indonesia rni. yang
diabdikan untuk keseiahlclaan masyamkal sebesar besamya.
Prinsip bak menguasai dari negara atas bumi ( lanah) sebagainlana
pemyataan konstitus i in i dijabarkan lebih lanjutke dalarn Undang UndangNottrot-
5 Tahur I 960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agrafia (seLanj uinya dalam
tulisan ini discbut fruPA), yang dimuat datam Pasal 2 ayat (L) di mana hak
rnenguasai dari negam itu memberikan wewenang kepada negan untuk (ayat 2):
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, pcnggunaan, persediaan
dan pemeliharaan buni, airdan ruang angkasa tersebul;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukLrm antam orang'
orang dengan bunri, air dan ruang angkasa;
c. Menentukan dan mmganlr hubunganiubungan hukun antam omng{lang dan
pertuatrn-perbuatan hukurn yang mmgenai bluni, air dan ruang angkasa.
Dalam psnerapannya, prinsip-prinsip dasar yang terkandung datam IIUD
1945 dan [II-]PA 1960 dianggap berbagai kalangan asihjauh dari harapan- Dewasa
ini masalah pertanahan belum dapat dipecahkan, bahkan cenderung semakin
meningkat s€jalan dengan meningkatnya berbagai kegiatan penbangunan dan
aktivitas masyarakat i u sendiri dengan berbagai variasi dan kecenderungan
tinbulnya dampak buruk laimrya. Penerintah sebagai pelaksana wewenang yang
diamanatkan konstitusi menyadari bahwa tanah merupakan sunber daya penting
dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyamkat Indonesiayang
sangat mendasar dan tanah memiliki karakteristik yang bersifat multidimensi,
multisektoral, multidisiplin dan memiliki kompleksitas yang tirggi.
Berlatar pada pennasalahan tersebut, pemerintah perlu mcngambil langkah
cepat, tepat dan seksama gar percoalan-pelsoalaD tersebut dapat diatasi secara
komprehensil Langkah yang diambil kemudian adalah melalui refonnasi agraria
yang telah k€mbali didengungkan oleh pemeintahar SBY sejak tahun 2007 yang
lalu melalui 5 (lima) program stmtegis pertanahan, yakn i:
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L Melanjutkan program reforma agmria;
2. Peneniban tanah-tanah terlantar;
3. Melanjutkan penyelesaian konflik dan sengketa t nah;
4. Mempercepat legalisasi aset-aset tanah milik masyarakat maupun negaB;
5. Meningkatkan mutu pelayanan sertfikasi tanah kepada masyarakat
dengan baik, yaitu pelayanan yang murah ongkosnya, mudah, dan tidak
dipersulit, serta akurat ($$/w.paryoto.com, I 3 April 20 I 0, diakes tanggal
30 Mei 2010).
Seiring dengan pesatnya pembangunan nasional dalam bidang agraria yang
diwujudkan dalam b€rbagai bentuk seperti apartemen, perumahan, gedung, mall
dan kantot-kantor, baikpemerintah maupun swasta, maka tentunya diperlukan
pula pengatumn dan perlindungan hukum atas hak yang melekat pada tanah
tempat bangunan teNebut berdiri. Namun, ada kalanya masih terdapat beberapa
tanah yang terlihat kosong dan tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya selama
bertahun-bhun sehingga prakis tidak mempunyai f rngsi apapun, kecuali terlantar.
Berkaitan dengan tanah-ranah yang tidak difungsikan, tidak diolah, tidak
diusahakan, tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan
haknya atau dasar penguasaannya, maka pemerintah dcngan menindaklanjuti
salah satu agenda dalam rencana strategis pertanahan yang terkait dengan
pene(iban tanah-tanah terlantar tersebut kemudian mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor I I Tahun 20 I 0 lentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar (selanjutnya disebut PP Tanah Terlantar) sebagai pengganti pp Nomor
36 Tahun 1998. Peraturan ini diundangkan di Jaka(a pada tanggal 22 Januari
201 0, mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
Maksud dikeluarkannya PP Tanah Terlantar ini adalah untuk
memaksimalkan penggunaan tanah dan menjadi acuan untuk penyelesaian
peneniban dan pendayagunaan t ah terlantar Sebagaimana diungkapkan dalam
penjelasan umum PP Tanah Terlantar tersebut, bahwa negara memberikan hak
atas tanah atau Hak Pengelolaan kepada Pemegang Hak untuk diusahakan,
dipergunakan, dan dimanfaatkan sena dipelihara dengan baik selain untuk
kesejahteraan bagipemegang hak tanahjuga hanrs ditujukan untuk kesejahteraan
masyarakat, bangsa dan negara.
Hak atas tanah alau hak pengelolaan yang telah diberikan negara kepada
orang atau badan hukum selalu diiri,rgi kewajiban-kewajiban sebagaiman yang
ditetapkan dalam UUPA dan surat keputusan pemberian haknya. Karena itu
Pemegang Hak dilarang menelantarkan tanahpya, dan jika pemegang Hak
mcnelantarkan tanahnya, LIIIPA telah mengatur akibat hutuiDnya, yaitu hapusnya
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hak atas tanah yang bcrsangk tan dan pernutusan hubungan hukuln serra
ditcgaskan sebAgAi tanah yang dikuasai langsung olch Ncgara. Mengenai l l tnah
yaIg belum ada hak atas taDa h nya, letap i ada dasar pcnguasaannya, penggunaan
atas tanah lerscbut harus dilandasidcnq:rn scsuatu hak atas tanah sesrai Pasal
4 /xr(1o Pasal l6 UUPA.
OIch kafcnr itu ol.ang atau badan hukum yrng telah rncurperolch d.lsaf
penguasaan aias tanah, baik dcngan pcnsadaan !an h ilu dari hak orang lain;
memp€rolch pcnu{ukaD dari pcmcgang Hak Pcngelolaan: ktrcna mempcrolch
izin lokasi;  r tau mempcrolch keputusi ln pclepas n kawasan hutan, scrDua
bcr'kcwajiban nrcntclihafa tanlhnya dan wajib lncngusahak.unya dcngan blik,
aidrk nrenelantarkannya. scna mcDgajukaD p€nnohonan untuk nrcndapatkan hak
atrs lanah terscbut. Mcskipun yang bcrsangkutan bcluln nrcndapat hak aras
t a n r h ,  a p a b i l a  m e n e l a n l a f k a n  i a n a h n y a  n r a k  h u b u n g a n  h u k u m  y a n g
bersangkulan dcngaD tanahnya kan dihapuskan dLln di tegaskatr scbagai t0nuh
yang dikuasai langsung oleh Ncgara.
Aturan mcnyangkul penguasain negara tcrhadap lanah klrmudian
dipctegas dengan hadimyA PPTanah Tcflantar Obyck pcnertiban tanah tcdantaf
dalan) PP Tanrh Terlantar ini scbagaintanir lcrcantunr padr pasal 2 adahh llln0h
yang sudah dibcrikan hak oleh negam berupa Hak Milik, Hak CLrna BaDguntlll
(HCB), Hak Cuna Usaha (HGU), Hak Pakai dan Hak Pengclolaan. alau dnsar
penguasaan tanah yang l idak diusahakan, t idak dipergun. lk ln atau l idak
dinranfaatkaD scsuai keadilannya tau silitt dan tujuan pemberian hakDya atau
dasar perguasaannya.
ndapun dasal pcnguasaan atas tanah adalah izin atau kefutusilnatau surat
dari pcjabar yang berwelang yang nenjadi dasaf b0gi omng alau badan hukurn
untuk mcnguasci, menggu'rakan dan memrnfaatkan tanrh. Oleh karenanya, tanah
yang ada dasar penguasaannya dapal dinyalakan sebagai tcrlantar apabila
tanahnya lidak dimohon hak, tidak diusahakan, tidak dipergunflkan atau tidirk
dimanfaatkan scsuai dengan peIsyarilan atau ketcrluan yang diletapkan dalarn
iziD lokasi, surat kcputusan pe b€rian hak. surdt kcputusan pelcpasan karvasan
hutan, dar/atau dalam izidkcputusan/sural lainnyadad pejabal yangberwcnang.
Salah satu peIsoalan lanah terhnlu I yang saat iniperlu l11cndapat perh0!ian
adalah lanah wikaf yangierlan!a. Secara nasionaI nrcnumr MuhanrrnadTholhah
Hasan (Kclua Badan Wakaf Indoncsia/BWI).  hasi l  invcntar isasi  BWI
mcnunjukan bahwajumlah tanah rvakafdi  seluruh lndoncsia saat ini  mcncapai
2,7 mi l iar rn2. narrur nantaat wakal ' rnasih berci t 'nt  konvctsional alau t idak
dcngancara-cara usahayangmod€ atau prcduktil'untuk meningkalkan potensi
ekonomi Iahan tcrscbut schingga mengakibatkan tanah l,t,akaftneDjadi tcrlanrar
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(http:l/w*1y.news.id.fituoll.cofi/nasionay64l09_lahan-wakaf-%5c tanggal 3
Juni 2009, diakses tanggal4 Juni20l0).
Apabila ditelusuri, penelantaran tanah muncul bukan tanDa sebab. Menurut
Nasution {hnp://pangkep. ning.convtanah_terlantar). faktor urama penyebab tanah
terlantar (secara umum) di Indonesia pada dasamya ditentlkan oleh mekanisme
ekonomi pengguDaan tanah (economics of land ,re) yang berkaitan dengan
faktor fisik alamiah tanah, faktor kelembagaan masyarskat yang berkaitan
dengan sistem kepemilikan tanah, faktor sosial budaya masyarakat dalam
kaitannya dengan penggunaan tanah serta ekonomi regional dan nasional, dan
politik penggunaan tanah. Sedangkan pada kawasan pemukirnan, faktor yang
mempengaruhi terjadinya tanah terlantaradalah:
a. Faktor fisik alamiahyaitu darisegitanah berlokasi pada daerah rawan banjir
yang secara langsung meningkatkal resiko kegagalan bagi pemilik tanah;
b. Faktor kelembagaan masyarakat, hal ini berkaitan dengan sistem kepemilikan
tanah yang secara potensial ikut menentukan terjadinya tanah terlantar.
Faktor-faktor teEebut adalah:
l) Tanah dalam kasus sengketa kepemil ikan sehingga sulir untuk
dimanfaatkan secam optimal;
2) Tanah dalam status arJerlee;
3) Tanah dalam status diagungkan;
4) Tanah dengan bukti-bukti kepemilikan yang tidakjelas;
5) Penggunaan tanah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah yang
b€rangkutan;
6) Tanah yang sudah memperoleh izin pemanfaatan ( izin tokasi ) tetapi oleh
karena faktor-faktor terlenru lanah tersebul belum dibaneun arau
diman faa*an seperti sering terjadi di daerah per(oraan dan pinggimn kota;
c . Faktor sosial budaya adalah:
l) Tanah adat yangtidakjelas p€runtukan dan kepemilikannya;
2) Tanah yang pewarisannya tidakjelas;
d . Faktor ekonomi adalah:
l) Spekulasi tanah pada umumnya terjadi di daerah perkotaan, pinggimn
perkotaan dan daerah pengembangan pertanian di daerah pedesaan:
2) Kemiskinan;
3) Rendahnya bunga bank untuk tabungan masyarakar dan tingginya inflasi_
Keadaan ini mendorong masyamkat untuk menginvestasikan uangnya
ke tanah sebagai kekayaan yang aman pada saat inflasitinggi dan bunga
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bank tidak merangsang masyarrkflt lnclakukaD invcstasi di bidang
ekonomi produktif.
e.  Faktor pef lauahaD nasional,  yui lu dal i  segi bclun adanya pefaturan
opcrasional yang baku danjclas urcnqcnai kr i lcf i r  tanah lcr lanlar (hcnral
pcnolis- fakkx ini sudah diirlasi dcngan lcrbitny:r PP Tanah Terlantar).
Adapun drlarr permasalahan tan.th {,aka1'. ada dua identilikasi persoalan
ulam yangmeDycbabkan lrnah waka i mcnjadi terla nla. sebaga imaoa disebu tkan
dalanl Fatwa Tarjih tentang Tanah l\hkaf Tcda|ltiu atas pertanyaan Majelis
Whkaf dan ZIS PP muhannladiyah yang disic lNngkan p.da Jurr 'at ,  2
Jumadi lsTsaniyah 1429 t l  /6 Juui2008 M (ht lp: , / /n1uh2009.blogspot.com), yai tu:
l. Tanah wakafyaDg lerla lar karena beluft/tidak ada dana unluk meDrbansuD
sesuai dcngan niat \akal:  Dal im hal in i  narnpaknya tujuaD wakaa yang
diniatkan atau di ikrarkdn oleh rL d/ i l l i  scsunggu hnya melni l ik i  ni la i  rnaslahal
bagi masyarukat, hanya saja untuk nlcwujudkannya belunr lcrsedia drna,
yang akibahya tanah $akafuntuk scmcntara mcl1iadi tcrlan(ar
2. Ianah rvakaf yang ter lantar karena lujuan wakaf yang dinia(kan atau
di ikrafkan oleh aty '  kurang lraslahat seb.rb di  tempal i tu telah te$cdia
slrana yaDg sama dengan yang diDiatkan atau diikrarkan oleh r?il. Dalaln
kasus ini ,  j ika lujuan wakaf yang diniatkan atau di ikralkan oleh rtr t l l
dipaksakan untuk dilaksanakan. dapat dipastikan bahwa harta $,akaf baik
tanah maupun bangunanIya tidak aka n mendalangkan manllat dan kebaikan
sccara maksilnal-
Dalam hal ini, yang menjadi penanyaan adalah apakah tanah wakafyang
tcr lantar tennasuk dalam kategoriHak Mil ik,  Hak Curra Bangunan (HcB). l lak
Guna Usaha (l{CU), Hak Pakai atau Hak Pengclolaan yang dapat menjadi
objek pcnertibandan pendayagunaar sepcd yangdisebutkan pada pasal2 (dua)
PP Tanah Terlantar? Dalam artian apakah maksud pcnguasaan olch negara
yang tcrrnaktub dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jo.  Pasal 2 UUPA dapat
digcncralisasikan tcrhadap penguasaan egaraatas lanab !L'akafyang lcrlantar?
Kepastian hukumlcntang hal diatas penting untukdikaji. nlcngingat fungsi
sosial  wakafadalah unluk n1e$,ujudkan potensi dan rnanfaat ckonomis untuk
kepcntiDgan ibadah dan menraj ukan kescj ahteraaD untum sesua i dcngan fungsinya
(pasal 4 dall 5 UU Nomor 4l Tahun 2004 tentang Wakaf, selanjuhya disebul
UU Waka0. Di samping itu, mcngingrl salah satu kaidah Ush l Firlh yang
betbt:rly|. "Julhu al ashaaliha va dar'u aln?rrlrasldd", ynng mengandung
maknabah$,akclentuansyam' dihadirkandengaDcaramenarik (lncndaiangkan)
kemaslahatan dan mcnolak (mcnghirdari) kcrusakan-
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Kemaslahatan merupakan dasaf ajaran lslam sepertiyang di.jelaskan oleh
Ibnul Qolyin dalam / /d nul Muv,aqqi in (Juzll: I i ) yang dikutib Majelis Wakaf
dan ZIS PP Muhammadiyah ( ttp://muh2009.blogspor.com) dalam Fatwa Tarjih,
dengan pcmyataan sebagai berikut:
ri;llr uiElr ,JJ tqJl CLr Fill :+ q-Llr 6Lr.'",.;Ft Ll
An inya: "Sesungguhnya s ri'ah dit angun dandidas:rrkan pada hikmah dan
kcnushalaha(an h tnba. baik untuk chid(pan dunia mrupun untuk ehidupan
akhirat. .
Di anlara pcrbuatan yang tidak rrendatangkar nanfaat (/r7asldral) dan
dapaldipastikan mendatangkafl kerugian (r?.,rdld/) adalah perbuatan nrubazir.
Penqlantaran tanah wakafbaik disenga.ja ataupun tidak merupakan pe$uatan
alau pcrihal yang mubazir, dan pe hal |nubazir ini amar dilarang dalam Islam
sebagaimana ditegaskan dalarnAl-Qur'an SurahAl, lsra'( l2) ayat 26 27 yang
atliny^: "...dan janganloh kanu nenghunbut'hantburkan (hartamu) sc(at a
borcs. Sesungguhwa pe tbaros penlharas iht adalah s adord-sauclctra
s),aiton dun sfaitan itu adalah sangat ingkar pada Tullann),a .
Bcrdasarkan uraian di atas, artikel ini berpretensi mcrc laah konscp yurid is,
baik Hukurn Islam rnaupun Hukum Positif, guna mencari kepastian hukun dan
solusi atas pennasalahan tanah wakaf tcrlanlar ini dengan mengungkap Dayfl
iangkau Yurusdiksi PP Nomor l l  Tahun 2010 lentang Pcncrriban dan
Pendayagunaan Tanah Tcrlantar terhadap tAnah wakaf terlantar. Secara sistcmatis
kajian ini disajikan dengan uraian tcn(aDg kriteria tanah terlantar, status dan
kcdudukan tanah wakaf, perubahan slatus lanah u,akaf, dan daya jangkau
yurisdiksi PP Nomor I t Tahun 2010 terh0dap tanah wkaftcrlanrar.
B. KRITERIA TANAH TERLANTAR
PP Tanah terlantar tidak memberikan pcnjelasan khusus tentang kriteria
tanah terlantar. Namun pcmahaman terbatas uDtuk menyebutkan kriteria nnah
t€rlantar dapat dilihat pada PP Tanah Tcrlantar pasal 2 yang berbunyi:
Obyek peneniban t2lnahterlantar I'cliputi tanah yang sudahdiberikan hak
olch Negara berupa Hak Milik, Hak Cuna Usalra, IJak Cuna Bangunan, Hrk
Pakai, dan Hak Pcngclolaan, atau dasar penguasaan tas tanah yatrg l idak
diusahakan, t idak dipcrgunakan, atau t idak dimanfaalkan sesuai dcngan
kcadaannya atau sifat dan tujuan pembcrian hak alau dasar penguasaannya.
Kata-kata tcrscbut (dengan cetak lebal) kembali ditegaskan pada
penjelasan pasal 4 ayal I PP Tanah Teflantar bahwa yADg dinaksud dcngan
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"lanah yang terindikasi terlantar" adahh tanah hak atar dasar penguasaan atas
tanahyangtidak diusahakan, ridak dipergunakan, atau tidak dirnanfaatkan sesuai
dengan keadaan atau sifat dan t{uan peruberiaD hak atau dasar pengua saannya
y a n g  b e l u m  d i l a k u k a n  i d e n t i f i k a s i  d a n  p e n c l i t ; a n .  W c w e n a n g  u n t u k
mcngidcntifikasi dan meneliti objek tanrh terscbut discrahkan kcpada panitia
yang terdiri dari unsur Badan Pcftanahan Nasional (BPN) d n iislansi terkait,
yang diatur lcbih lanjul oleh Kcpala BPN (lihal pasa! 5 ayat I dan 2 PP Tanah
Terlanta0.
Adapunbatasan waktu sehingga tanah bisa diidcntifikasikan sebagai tanah
ter lanlaradalah tcrhi tuDg mulai  3 ( t iga) tahunscjak di tcrbi(kan Hak Mil ik,  Hak
GuDa Usaha, Hak Cuna Bangunan, Hak Pakai,  atau sejak berakhinlya iz in/
keputusan /surat dasar peDguasaan atas tdnah dai pcjabat yang belwcnang(pasaI
6 PP Tanah Terlanlar).
Istilah "tanah tcrlantar" ru panya j uga mewacana pada tanah wakal Daltlnl
UU Nomor 41 TalruD 2004 nraupun peraturan pclaksananya rnemang tidak
ditemukan secam cksplisit istil.th tanah wakaf tellantar, namun secara umun'l
dapat dipahami bahwa apabilA tanah yang dalarn jangka waktu tcrtentu tidak
digunakan, dimanfaalkan atau d iusahakan sesuai dengan jen is dan perun!ukkannya
oraka dapat dikatakan bahlva tanah tcrscbut scbagai lanah terlantar ternusuk di
dalamnyalanah wakaf. Namun apakah tanah wa ka f yang terlantar bisa d ij adikan
objek PP Tanah Terlantar. tcntu untuk mcnjawdb masalah ini peflu ditelusuri
terlcbih dahulu tentang status dan kcdudukan lanah wakaflerscbut.
C. STATUS DAN KEDUDUKAN TANAH WAKAF
Sebclurn rnenrahami lebihjauh (entang stalus dan kedudukan tanah wakaf,
hal mendasar yang pcrlu dipcrhatikan adalah tenlang unsur dan syarat $,akal'.
Dalaln Fiqh Islam mcnurul alAlabi_j(2002: 32) dikenal empat rukun atau unsur
wakafyang digunakan oleh JumhurUlama. baik mazhab Syali'i, Malikimaupun
Hambali, yaitu:
1. OraDg yang befwakaf( r/aklr, disyamlkan harus orang yang ahl i berbuat
keb{ ikan (bcrakal, dcwasa/balrg. dan tidak mubazir) dan wakafdilakukan
secara sukarcla/ tidak dipaksa;
2- Bcnda yang dirvakaltar (,{r'drll//), disyNlatkan harus benda yang tidak
rusak atauhabis ketika diambil manfaauya, kcpu'ryaan n.rlr/, dao bukan
barang haram atau najis;
l. Pcncrnna Wakaf(tr'd./zri ), disyautkan harusberakal, dewasa/b.//ig, dan
tidak mubazir.
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4. Adanya laJozh atau pernyataan penyerahan wakaf. Maksudnya
pemyataan kcbendak dari lr?t/ yang dilahirkan dengan jelas tentang
bcnda yang diwakafkan. Kalau pcncrima wakafadalah pihak tencntu,
sebagian ulama berpendapar perlu ada 4a6ul (awaban penerimaan),
lctapikalau wakafitu untuk umum sa.ja, t idak harus ada q. r//(Rasyid.
I956:305)
Scdangkan dalam UU Wakafpasal 6 discbulkan ullsur wakafyang harus
dipenuhi yakni: wakif had:i,, harta benda rvakaf, ikrar wakaf, peruntukar/
tujuan harla benda wakaf, danjangka waktu \\.akaf-
Dengan terpenuhinya unsurdan syarat wakai maka status dan kedudukan
tanahy ng telah diwakaflan memiliki kcpastian hukumtcNendiri d mata hukum.
Dalam fiqh lslam terdapat perbedaan pcndapat di anrara pararqdrd lerkentuka
mengenai status dan kedudukan tersebul, antara lain lmaln Hanafi. Maliki,
Hambalidan Syaf i  (Hamami, 2001:85-90).
LnamHanafi menganggapbahwawakaft idakubahnyasebagaimanasuatu
transaksi pinjam-meminjam (dri?/r. Bcdanya, kalau di dalam masalah wakaf
bendanya da di {angan/kckuasaan luirf scmcntara benda riyahada ditangan
pernrnjam. Berdasarkan pemikiraD iDi. ntaka Imam Harali berpendirian bahwa:
a. ,tt?l/ servaktu-waktu boleh menarik kembali harta benda yang lclah
diwakafkan;
b. Harla wakaft idak terlepas dai transnksi, aft inya rnasih bisa dial ihkan
haknya kepada pihak lain, baik melaluipenjualan, pe\varisan, lnaupun
pcnghibahan. Tcrkecuali  un1llk \, \ ,akaf masjid, wakaf alts putusan
pengadilan dan wakaf wasial. Ketiga macarn wakaf iru sratus dan
kedudukannya kekal dan abadi, tcrlembaga unruk selamalamanya k rena
kepemil ikannya tel h menjadi nl i l ik Al lah.
Pcndapatsemacam iDijugadialr ini oleh lnam Maliki yangmenlungkiDkan
adanya wakafuntuk masa-masa tcrtcnfu. sclagj masa pcrwakafannya itU tnasih
bcrjalan dan berlaku.
Scdangkan pendapat antara Imam Hambali dan Syaf i 1,ang runpak
seiranra berpendirian bahwa dengan tefwujudnya wakaf, maka status dan
kedudukfln bukan lagimilik nafd tetapirclah menjadi milikAllah. Oleh karcnanya
ia lclah lcrlcpas dari kegiatan transaksi. Bcrdasarkan pcndapal ini maka lanah
yang tclah diwakalkan rncnjadi kekal dan abadi. Hubungan hak anrala rraly'
dengan o q fbihnya menjadi putus, dnn bagi l'?*/ mendapat ganjaran pahala
yang tcrus mcncrus clagi harta wakaf tnasih dapat dimanfaatkan.
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Kedua pendapat yang bertolak bclakang ini nampaknya lclah diakomodir
dalam kclentuan pasal I ayat (l) UU wakaf yang menyatakan bahwa wakaf
adalah pcrbuatan hukum r ldl i l  untuk lnemisahkan dan/alau nrcnycmhkan
sebagian harla bcnda miliknya unluk dinran f'aatkan selarnanya tau tlnt kjangka
waktu tefiento scsuai dcngan keperluannya guna keperluan ibadah danratau
kesejahtcraan umum menurut syari'ah,
Ketcnluan batas waktu kcmanflalaD harla bcnda wakaf scbagaimana
disebut pada pasal I ayat (l) UU Wakaf di atas (yang tercclak tebal/Bold)
kernudian dijabarkan lebih spesifik dal0rn PP Nomor 42 Tahun 2006 lcntang
Pclaksanaan UU Wakaf.  yakni pasal lTdan l8 sebagai beikul :
( l )  Hak atas tanah yangdapat diwakalkan tcrdir idar i :
a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdatlari
b. hak guna bangunm, hak guna usaha alau hak pakai di at0s tanah ncgara;
c- hak guna bangunan atau hak pakaidiatas l lak pcngclolaan alau hak mi l ik
\vajib Incndapat izin tertulis pcncgang hak pengelol.ldn !tau hak lnilik;
d. hak milik atas saluan rumah susull.
(2) Apibila wakafsehagaimana dimaksud pada ayal (l) hurufc dimaksudkan
sebagai wakaf untuk s€lamanya. maka diperlukan pelcpasan hak dari
pelnegang hakpcngelolaan atau hak mi l ik.
(3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dirnaksud pacla ayat ( I ) waj ib
dirniliki alau dikuasai oleh ,/./k/ sccara sah serla bcbas dafi segala sitaan,
perkara sengkeu. dan tidak dijaminkan.
(l) Benda wakaftidak bcrgerak berupa tanah hanya dapal diwakafkan untuk
jangka waktu sclama lamanya kecuali wakafhak atas unah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( l )  hurufc.
(2) Benda wakaf tidak bergerak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diwakailan bcscrta bangunan dan alau tanaman da alau bcnda-beDda lai
yang berkaitan dengan tanah.
(3) Hak atas tanah scbagaimana dimaksud pada ayal (l) yang diperoleh dari
instansi penrerintah, pcmcrintah dacrah BUMN/BUMD, dan pcmcrintah
desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari
pejabat yang berwenang sesuai Pcraluran Perundang undangan.
Berdasarkan ketenluandi atas maka dapat disimpulkan bahwa bcndawakaf
berupa tarah bcserta bangunan di atasnya, yang slatusnya kekal dan abadi
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(selama-lamanya) meliputi tanah wakafyang berasal dari Hak Milik HGU, HGB
dan Hak Pakai di atas tanah negara, serta Hak Milik atas satuan rumah susun,
dengan syarat wajib dimiliki atau dikuasai oleh ltdiilsecara sah serta bebas
dari segalasitaan, perkara sengketa, dan tidak dijaminkan. Terkecualihak guna
bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik yang disebut
pada pasal 17 ayat (l) hurufc disyaratkan perlu pelepasan hak dari pemegang
hak pengelolaan atau hak milik tersebut, apabila ingin diwakafkan untuk
seEmanya.
Konsep selama-lamanya yang disebutkan pada ketentuan di atas
nampaknya lebih dimaksudkan pada kemanfaatan dari tanah yang diwakafkan
tersebut. Sebab apabila dikonfrontir dengan ketentuan ttupA, bahwa selain
tanah yang berstatus hak milik, yakni hak-hak yang meliputi HCB, HGU, Hak
Pakai, maupun Hak Pengelolaan diberikan batas waktu pada masing-masing
hak tersebut. Sehingga tidak memungkinkan tanah wakafyang berasal HGB,
HCU, dan Hak Pakai teEebut berstatus kekal dan abadi (selama-lamanya)
sebagai benda wakac Dengan kara lain apabila jangka waktu yang berlaku
pada hak atas tanah berupa HGB (pasal 35), HGU (pasal 29), maupun Hak
Pakai (pasal 4l ) teEebut elah habis, maka putus juga status wakaf terhadap
tanah tersebul dan penguasaannya kembali kepada negara.
Untuk itulah dalam pasal 6 UU Wakaf menyebutkan bahwa salah satu
unsur wakafadalah adanya kejelasan tentang jangka waktu wakai mengingat
adanya objek benda wakafyang status danjangka waktu kepemilikannya dibatasi
oleh perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
I'. PERUBAHAN STATUS TANAH WAKAF
Akibat hukum yang timbul pa& tanah yang diwakafkan adalah starus tanah
tersebut erlembagakan selamanya untuk kepentingan umum/masyarakat.
Kehakkannya terlepas dari kekuasaan omng atau badan hukum yang telah
mewakafkannya, dan selanjuhya kehakkannya dalah milik Allah (yang diaMikan
untuk ummat) (Hamami, 2003:65-66). Namun dalam prcsesnya terkadang ada
beb€rapa kondisi dan hal yang bisa memungkinkan adanya pffubahan peruntukan
atau status tanah wakaf Di bawah ini akan dipaparkan konsep hukum Islam
dan Hukum posilifmenanggapi erubahan starus tanah wakafiersebur.
l. Hukum Isl{m
Pandangan Hukum Islam terhadap perubahan status tanah wakaf tidak
bisa dipisahkan dari pandangan para ulama fiqih/mazhab yang menkonstruksikan
hukum Islam itu sendiri. Berikut pendapat masing-masing ulama yang dimngkum
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oleh Suparman Usman dalam brftunya H kun PentakaJbn di Indonesia
(Usman, 1999:38-39)sebagai berikut:
a. Hanali
l) Apabila yang diwakallan itu bcrbentukmasjid dan nrasjid tersebut telah
roboh alau runtuh, tidak ada yang membangun kcmbali, scmentara
masyarakat telah membangun masjid baru alau lainnya, maka masjid
atau wakaftetap dibiarkan sebaimanaadarya s mpaihari kiamat. Tidak
dikembalikan kepada orang yang membangunnya d n lidak pula kepada
ahli warisnya. Disamping itu masj id itu lidak boleh dibawa rau dipindahkan
kc masjid lain,baik masih digunakan orang untukshalat ataupun tidak.
2) Dalam hal pcnggantian harga wakafdikemukakan dcngan tiga bentuk
yartu:
- Apabila lvdky'mensyaratkan bahwa ia akan mcngganti halta wakaf
itudengan tanah rnaka penggantian itu boleh;
- Apabila l"a,ty' tidak mensyaratkan apapun boleh apabila mendapat
izin dari pelabat Pcngadilan Agarna;
- Apabila pengganti idak mensyaratkan ll dfl dar pcngganti itu pada
dasamya memberi rnanfaat, nraka penggantian yaug dilakukan rrak/
dianggap tidak sah.
3) Apabila harga itu berupa bend! yang tidak bergerak, dan badan rtrasjid
pihak pcnguasa bolch menggantikannya sekalipun tidak disyaratkan oleh
orang yang member wakafdcngan syaral:
- Hana wakaf t idak bcrmanf.rat Iagi:
- Tidak ada hasil dari hana ilu yang semcslinya dapat nrenjaga
kelangsungan harta wakaf itu sendiri;
- Yang mengganti itu adalah penguasa yang ahli dan bijaksana:
- Pcngganli wakafjuga bcrupa b€nda tidak bergcrak;
- Harta wakaflidak dijual pcnguasa kcpada orang yang tidak diterima
kesaksiannya.
Dengan demikian Mazhab Hanafi mengkalegorikan perubahaD status
benda wakaf dalam bentuk pengganlian dan penukamn, dan bcrpcndapal bah$,a
perubahan olch penguasan (rdi&i-) itu dibolehkan asalkan penggarlinya lebih
befiranfhat dengan lebih dahulu harus memenuhi persyantan kebolchannya,
dan benda wakaftidak boleh diwariskan atau ditukar
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b. Maliki
Ulama mazhab Maliki membcdakan jenis harta wakafdalam kaitannya
dengan perUualan hana wakaflerscbul yai lu:
I ) Apabila hana benda wakafbenvujud masjid maka tidak boleh dijual;
2) Apabila hata wakafitu berwujud benda yang tidak bcrgerak, makatidak
boleh dijual sekalipun telah hancuratau musnah dan tidak boleh diganti
denganjenis yang sama, tetapi boleh dijual dengan syarat dibeiikan lagi
sesuatu dengan kebutuhan untuk mcmperluas nasj id ataujalan umum;
3) Dalam bentuk bcnda bcrgerak atau seperti hewan peliharaan yang
manfaatnya tidak ada lagi, rnaka boleh dijual dan hasil penjualannya
dibehkan dengdn bcnda yarg scjenisjuga
c. Hambali
Mazhab Hambali menguraikan beberapa hal terkait dengan Perubahan
harla wakaf, yakni:
l) Apabila tnanfaat ha(a wakaftelah hilang, sep(i ruma telah hancur dan
perkebunan telah menj adi hutan atau masj id tidak dipcrgunakan lagi oleh
waryasctempal, sedangkan biaya untum pcmeliharaannyatidak ada, maka
harta wakafitu bolch dijual;
2) Apabila haru wakaf itu telah dijual, maka hasil penjualannya boleh
dibelikan apa saja baik kepada wakaf sejcnis atau yang lain, asaLkan
hana itu bennanfaat labi bagi kepcntingan umum, karcna prinsip dasar
dalam wakaf adalah pemanfaatan harta temebu! seoptilnal Dlungkin bagi
kepentingan urnum;
3) Apabila rnanfaat hartawakaf scbagian masih bisadimanfaalkan sekalipun
sedikit, maka harta wakaf itu tidak boleh dijual, tetapi dalam keadaan
darurat d iperbolehkan dijual demi memeliham tujuan wakafitu scndiri;
4) Apabila harta wakafitu berupa hewan tetapi sudah tidak bisa dimanfaatkan
lagi lalu dijualdar hasil penjualannya tidak mcncukupi untuk membcli
hewan lain yang samajenisnya sesuai dengan uang yang ada sehingga
masih bisa dimanfaatkan untuk penerimawakaf;
5) Tidak boleh memindahkan masjid dan menukarkannya dengaD yang lain,
dan lidak boleh menjual pekarangan masjid kecuali apabila masjid dan
pckarangdnnya l id k benrranfaat lcgi.
d. Syaf i
Kalangan m z hab Syair'i memiliki pcndapat yang lebih tegas yakni:
l) Apabila harta wakaf itu berupa masjid, maka tidak boleh dijual dan
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dikembalikan kepada u aty' atau siapapun walau masj id telah rusak dan
tidak bisadiguanakan lagi untuk sholat.Alasannya karena nrenurut mcreka
harta ilu tctap sebagai harta Allah SWT. Akan tetapi pihak penguasa
(nazhir) bolch membangun masjid lain atru dialihkan ke tcmpatyang lain,
jika pihak penguasa nrenganggip hal ilu yang terbaik. Jika lidak maka
kekayaan masjid itu menjadi arlranah di tangan penelintah.
2) Apabila masjid ilu rusak dan dikhawatirkan akan runtuh, nraka pihak
pcnguasa harus mnmpcrbaikinya- Apabila harta q,akaf bcrupa hcwan
atau buah-buahan drn diduga koras pemanl'aatannya akan hilang. maka
bolch dijual dan hasilny.r dibcrkan kepada kcmbat r' rrlirl yang miskin.l'akir
miskin lainnya atau untuk kc|rraslahalan u rat Islam setenpat-
Sccara unrum lerdapat kemiripan pendapat diantara para ulama mazhab
terscbu!, yang mcnekankan bahwa hnrta wakaftidak boleh dijaul atau dipindah
kecuali atas dasar kemaslahalan, dan syaratnya harus ditul(af dengan yang
lebih bcrmanfiat dalam bentuk wakal pula.
Selain iu adaj uga b€bcrapa pendApat ularna InLrjtahid di dntaranya Irnan
Ahmad, Abu Tsaur dan lbnu Tail1] iyah yang bcfpendapat tcntang bolchnye
menjual, merubah, mengganli, atau mcnrindahkaD bcnda wakrfyang sudah tidak
bcrfungsi atau kumng berfungsi (maslahat) scsuai denga tujuan \\'akaf. arau
untuk mendapatkan maslahat yang lebih bcsaf atau yang lebih baik bagi
kepcntingan manusia umumnya (Usnan. I999:19).
Kebanyakan dari para ujtahid berpendapat bahNa wakal bcrlaku
sepanjang masa dan sifatnya badi dan mercka menrandang bihwa wakaftidak
sah apabila ditcntukan batas waktunya. Wakafyang tclah sah lidak boieh diganggu
gugal, dijual, atau diwariskan, akan tclapi bilarnana harta u'akaf itu lidak bisa
dimanfaatkan lagi atau tidak bisa memberi hasil nrakadibolehkan dijual dcngan
syarat hasil penjualannya kcmbali dijadikan wakafpLrla.
2. Hukum Posit i f
Pendapal kalangan ulama mazhab n1aupun Inujtahid pc hal pcrubrhan
stalus benda wakaf tcr 'nlasuk di dalamnya l i l rah wakaf tersebut di atas
nampaknya tcl.h dis3dur dalam hukum positifdi Indon€sia-
AdapuD hukum Positifdi hrdonesia yang rnengalursecara spcsifik lcnlang
pcluntukan wakafmaupun tanah wakafaddlah Kolupilasi Hukul11 Islanr (Ktl l)
daD UU NoDor 4l tahun 2004 teDtang Wakaf (UU WAKAF). Kedua ploduk
Hukum ini nrerupakan buah pemikiran dan simpulan atas berbagai pendapat
para ulama mazhab mupun mujtahid sebagai land saD hukunl bagi udrat lslam.
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Dalam KHI pasal 225 menentukan bahwa pada dasamya terhadap benda
yang diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada
),ang dimaksud dalam ikrar wakaf. Namun ketentuan pasal ini dapal saja diabaikan
manakala da pertimbangan: l). Tidak sesuai lagidengan lujuan wakafs€p€rti
yang telah diikrarkan wal alau 2) Karena danya kepentingan umum, semisal
pembuatanjalan, rumah sakit, dan lain-lain.
Selanjutnya dalam UU Nomor 4 I Tahun 2001 lenlang wakaf lebih detail
memberikan batasan-batasan bagi perubahan status hana benda wakaf. pasal
40 UU wakafmenyebutkan bahwa harta benda wakafyang sudah diwakafkan
dilarang dijadikanjaminan, disita, dihibahkan, dijuat, diwariskan, ditukar, ata!
dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun ada pengecualian, bahwa
hana benda wakafdapat ditukarkan apabila ada kepentingan umum s€suai dengan
rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah (pasal 4l ayat
I ). Perubahan itu harus dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri
Agama atas persetujuan Badan Wakaflndonesia (BWI), dan apabila tclah diubah
stalusnya maka wajib ditukar dengan harta bendayang nanfaat dan nilai tukar
sekurang-kumng sama dengan benda wakaf semula (pasal |4 ayat 2 dan 3).
Ketentuan tesebut dimaksudkan unluk menjaga kekekalan dan keabadian
harat benda wakaf yang telah menjadi hak Allah dan difungsikan untuk
kepentingan dan kesejaht€raan masyarakat. Walaupun dirubah alau ditukarkan
dengan benda lain atau yang sejenis, statusnya harus tetap sabagai benda wakaf.
E. PP NOMOR TT TAHUN 2OIO TERHADAP TANAH WAKAF
TERLANTAR
Sebagaimana diungkapkan dalam penjelasan umum PP Tanah terlantar
tersebul bahwa negam memberikan hak atas tanah atau hak pengelolaan kepada
p€megang hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sena dipelihaia
dengan baik, selain untuk kesejahteraan bagi pemegang hak atas tanah, juga
harus ditujukan untuk kes€jahteraan masyaraka! bangsa dan negam.
Ketika negara rnemberikan hak kepada orang atau badan hukum selalu
diiringi kewajiban-kewajiban. Segala hal yang menyangkur kewaj iban or.ng atau
badan bukum terhadap tanah yang pada dasamya dikuasai negara ditetapkan
dalam UUPA dan surat keputusan pemberian haknya. Pemegang Hak alas lanah
dilarang menelantarkan tanahnya, dan jika Pemegang Hak menelantarkan
tanahnya, konsekwensi hukumnya adalah hapusnya hak atas tanah yang
bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah
yang dikuasai langsung oleh Negam.
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Terhadap tanah yang belum ada hak atas tanahnys. lctapi ada dasar
penguasaannya! maka penggunaan atas tanah lcrsebut harus dilandasi dengan
sesuatu hak atas tanah sesuai pasal 4.l,rr.ro pasal 16 UUPA. Olch karena itu
orang atau badan hukurn yang telah mcnrperoleh dasar pcnguilsaan alas tanah,
baik dcngan peDgadaan tanah itu dari hrk orang lain. nrempcrcleh penunjukan
dari pemegang Hak Pengelolaan, karena menrpcmlch izin bkasi. atau menrperoleh
keputusan pclcpasan kawasan hutan berke$aj iban menrcl ihara lanahnya,
mcngusahakannya dengan baik, tiddk menelantarkannya, serta mengajukan
permohonan unluk mcndapatkan hak alas trnah. MeskipLrn y ng be$angkutan
belrrm mendapat hak alas tanah. apabila nrcnclantarkan taflahnya ulaka bubungan
hukum yang bersangkulan dengan taDahnya akan dihapuskaD dan ditegaskan
sebagai tanah yang dikuasai langsung olch Ncgam.
Adapun obyek penertiban tanah terlantar yang dimaksudkan UUPA
tcrdapat dalam pasal 2 PP Tanah Tcrlantaf yang mclipuli trnah yang sudah
diberikan hak olch negara berupa Hak Mil ik,  Hak Cuna Bangun.u (HCts).  Hak
Cuna Usaha (HCU), Hak Pakai dan I Iak Pengelolaan, atau dasar penguasaan
tanah yang t idak diusahakan, t idak dipcrgLLnakan tau dinlantratkan sesuar
keadaannya tau sifal dan tujuan pcnbcfiaD haknya atau dasaf pcnguasaannya.
Sclanjutnya da lam pasal i PP Tanah Tcrlantar menycbulkan b.th$,r trDa h lana h
yang tidak tennasuk dalam kriteria tanah lcrla[tar adalah i
L Tanah t lak Mi l ik atau HCU yang secnra " l idak sengaja t idak dipcrgrLnakan"
sesuai keadaan atau sil'at dan tLrjuan pernberian haknya. Yang dimaksud
dcngan "t idak scngaja t idak dipcrgunakan sesuai dcngan keadran atau si fat
dan tujuan pcmbeian haknya"drlan kelcntuan iniadalah karcna Pelnegang
Hak perscorangan dimaksud tidak lnemiliki kemanlpuan dari scgi ckonomi
untuk'nengusahakan, nremperguIakan, atau menranlaa(kaI sesuai dengan
keadaannya tau sifatdan tujuan pc rberian haknya. Lihat penjelasan Pasal
3 PP Nonror I I Tahun 2010 lentang Pcnertiban dan Pcndayagunaan Tanrh
Terlantar.
2. Tanah yang dikuasai pemerintah. sudah berstatus lnaupurr tidak beNtalus
milik Ncgafa atau daerah yang "tidLrk sergaja tidak dipefgunakan" scsuai
dengan kcadaan atau sifal dan tujuttn penbcrian haknya. Yang dinaksud
dengan "tidak scngaja tidak dipcrgunakan sesuai dcngan keadaan atau sifal
dan tujuan pcnlbcrian hakDya"dalam kclentuan iniadalah karcDa keterbalasan
anggaran negara/daerah unt lrk mengusahakani l renlpcrgunakan, atau
memanlaatkan sesuai dengan kcadaannya tau sifat dan tuJuan pcmberian
naKnva.
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Sementara itu tanah wakaf memiliki status dan kedudukan yang khusus
dalam huk m agraria nasional. Perhatian khusus ini telah dibuktikan dengan
adanya pasal 5, 14 (l) dan,l9 UU Nornor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria yang ditunjang dengan scpcrangkat peraturan
dibawahnya sepedi PP No. 28 Tahun 1977 tcntang Perwakafan Tanah MiLik;
Pemturan Menteri No. 1 Tahun 1978 lentang Pemturan Pelaksanaan PP No.
28 Tahun 1977; Intruksi Bersama Menteri Agarna RI dan Kepala BPN No. 4
Tahun 1990 tcntang Sertifikat Tanah Wakac Peraturan Badan Pertanahan
Nasional No. 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Pcnycrtifikatan Tanah Wakaf;
Instruksi Presiden No. I Tahun l99l tentang Konpilasi Hukum lslan; SK
Direklorat BI No- 32l34lKEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip
Syariah dan SK Direktorat BI No. 32l36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan
Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Terakh ir perhatian tcrscbut discmpumakan
dengan dibentuknya UU Nonor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pcmturan
Pelaksananya kni PP Nomor 42 Tahun 2006.
Status dan kedudLrkan tanah wakaf sebagaimana d iatur dalam UU Wakaf
maupun PPNomor42 Tahun 2006 dilekatkan pada kekekaian dar keabadiannya.
Sebagaimana pendapat Taufiq Hamami (2003:65-66) yang mcndekati pcndapal
lrnam Syaf i dan lmam Hambali, bahwa akibat hukum yang tilllbul pada tenah
yang diwakaftan adalah status tanail tersebut terlembagakan selamanya untuk
kepentingan umunVmasyarakat. Kehakkarnya terlepas dari kekuasaan orang
atau badan hukun yarg telah mewakafkannya, dan sclanjutnya kehakkannya
adalah milikAllah (yang diabdikan untuk ummat). Di sisi lainUU Wakafmaupun
PP Nonor42 Tahun 2006juga mcngakonodirpendapat Imaftr Hanafi dan Maliki
bahwa tanah wakafdapat berstatus selllentara atau dalamjangka waktu tertentu
dengan syarat anah wakaftemebut berbentuk HGB atau Hak Pakai di atas hak
pengelolaan alau hak milik (pasal 7 ayat I hurufc PP Nomor42 Tahun 2006),
dan selebihnya)rloi Hak Milik, HGB, HGU, dan hakpakai di atas tanah negam diberikan
status wakafurtrk selanla-lam la (pa-sal I8 ayat I PP Nomor42 tahu 2006).
Beranjak dari status dan kedudukan tersebut, maka tanah wakafdalam
kondisi apapun tidak diperkenankan u tuk dijaminkan, disita, dijual, dihibahkaq
diwariskan, ditukar ataupun dialihkan haknya (pasal 40 UU Waka0. Kecuali
untuk kepentingan urnulr sesuai dengan rencana umum tala ruang (RUTR)
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan y g berlaku dan tidak
bertentangan dengan syari'ah (pasal 4l ayat I UU Waka0, maka tanah wakaf
dapat ditukarkan dengan ketentuan status dan fungsi wakaf tersebut harus
dipertahankan- Perubahan itu harus dilakukan setelah memperoleh izin tertulis
dari Menteri Agama aias persetuj an Badan Wakaflndonesia (BWI), dan apabila
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l€lah diubah statusnya maka wajib ditukar dengan harta bcnda yang manfaat
dan nilai tukar sekumng-kurang sama dengan benda wakaf semula (pasal 14
ayat 2 dan 3 UU Waka0.
Ketentuan tcsebut dimaksudkan untuk menjaga kekekalan dan kcabadian
harat bcnda wakaf yang lelah menjadi hak Allah dan difungsikan untuk
kepentingan dan kesejahteraan masyarakal. Walaupun dirubah atau ditukarkan
dengan benda lain atauyang sejenis, stltrNnya harus tclap sabagai benda wakal
Sementara i tu PP Nomor l l  Tahun 2010 berusaha menertibkan dan
mendayagunakan tanah{anahterlnntaryangterdiri da HakMilikt HCU; HGB;
Hak pakai di alas tanah nega.a; maupun hak pakai di atas hak pengelolaan atau
hak milik,dengan mcncabul hak-bak tcrsebut dari haknya semula melrjaditanah
yang dikuasai langsung oleh Negam, untuk selanjuhya diberdayakan kernbali
agar mampu memberikan kontribusi yang posit i f  bagi perekonomian dan
kesejaht€raan masyarakat.
Namun karena dibatasi dengan status dan kedudukan tanrh wakafyan,q
kuat dan tidak bisa diganggu gugatmcskipLLn benluknya telah ditukar,dan selama
tanah yang diwakafkan terscbut masih bcrstatus urakaf, tnaka dapat dikatal(an
bahwa ketentuan PP Nomor ll tahun 2010 lidak mampu nrcnjangkau tanah
waka f yang discbutkan pada pasal I 7 dan I 8 PP N onror 42 Tl|h un 2006 tcrsebul
dr atas.
F. PENUTUP
Berdasarkan paparan di atas, ada bebcrapa simpuhn yang dapal
disampaikan, antara lain: l) Status dan kedudukan tanah wakafdalanr flqh
lslam terletak pada kckekalan dan keabadian Gnah wakaftersebut yang diwamai
pcrbcda.m pcndapat di kalangan ularna mazhab. Sedangkan dalam hukum posilif
status dan kcdudukan tanab wakaf diatur dalam UU Nom(n 4l Tahun 200.1
lenlang Wakafpasal I ayat (l) dan dijabarkan dalam PP No lof 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan UU Wakaf pasal 17 dan 18: 2) Psrub.lhan atas status
tanah wakafdiatur dalatn pasal 40 UU Wakafbahwa hana bcnda wakafyang
sudah diwakalkan dilamng dtadikan jaminan, disita, dihibahkar. dijual, di\vl iskan,
ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya (ternasuk diambil
aliholeh Negara hanya karena terlantar). Terkccrnlijika da kepentingan umum
sesuai dcngan rcncana uri lum tata ruang (RUTII) berdrsarkan kctcntuan
pcratunn penrDdang undangan yang bcrlaku dan lidak bcrtcnlangan dcngan
syari 'ah (pasal4l ayal l) ,  memperolch iziD tcrol is dari McnteriAgama atas
perselujuan Badan Wakaflndonesia (BWI). dan apabila telnh diubah slarusnya
maka wajib ditukardcngan harta benda yang lnanfaat dan nil itukarsekurang
228
Tanah Wakaf Terranlar . I TiHidavari
kurang srna dengan bcnda wakafsemula (pasal 14 ayat 2 dan 3); 3) Dengan
status tanah wakafyang kuat, kekal dan tidak bisa diganggu gugat (meskipun
ada pengccualian dcngan syaEt yang ketat pula), nraka dapat dikarakan bah$,a
kctentuan PP Nomor ll tahun 2010 tidak mampu menjangkau tanah wakaf
yang disebulkdn pada pa-sal I ? dan I 8 PP NonDr 42 Tahun 2006 terscbur di alas.
Wakafmcrupakan pcrbuatan mulia yang bemuansa ibadrh sosial karena
bertujuan u|lluk mcngabdikan harta agar dapa{ memberikan Inanfaat bagi
kesejahtcman umal. Untuk itu disafankan kepada ddzri-scIaku pcDgelola yang
benanggungja\lab agar memiliki profesionalitas yang ringgi dcngan orientasi
ibadah sosial, sehirrgga tidak tcrj adi Iagi pcnelanlafan lanah waka I baik disengaj.r
atau tidak disengaja. Agar tanah wakaf tidak rerlanrar hanya karcnfl fakror
ekonomi dan kekurangmaslahahnnya, ln ka scsuai dengan Falwa Tarj ih
Muhaln|nadiyah disarankan agar tL!uan asal dari wakafdirubrh ke arah yang
leb ih produktifdengan tidak mengumngi kcutamaan dari waka f iru scndiri, karena
tujuan utama wakafadalah untuk kcpentingan dan kemaslahatan umum. [Jntuk
teknis penggantian tujuan wakafinidapat dirujuk pasal44 UU WakafJo. Pasal
48 ayat (l) Peraturan Pemcrintah Nomor 42 Tahun 2006 tentanq Pclaksanaan
UU Waka f.
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